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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

~ 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Ka bu paten Sarolangun, Ka bu paten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
TambahanLembararr Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 

1. 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertangungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan 
belanja daerah tahun anggaran 2017; 

a. 

BUPATI TEBO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

NOMOR 3r TAHUN 2018 

PERATURANBUPATITEBO 

BUPATI TEBO 
PROVINSI JAMBI 

Mengingat 

Menimbang 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); r 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 739); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



Jumlah Belanja Tidak \ 
Langsung Rp 546.764.106.589,08 l'/ 

Rp 2.085.081.500,00 

Rp 370.486.784.715,00 

Rp 5.670.504.000,00 
Rp 6.504.800.000,00 
Rp 2.375.023.474,00 
Rp 159.641.912.900,08 

2) Belanja Subsidi 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bagi Hasil 
5) Belanja Bantuan 

Keuangan 
6) Belanja Tidak Terduga 

2 Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

Rp 1.014.817.095.528,92 Jumlah Pendapatan 

1 Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 68.406.126.027,81 
b. Jumlah Transfer Rp 780.757.475.197,00 

Pemerintah Pusat Dana 
Perimbangan 

c. Jumlah Transfer Rp 93.379.314.000,00 
Pemerintah Pu sat- 
Lainnya 

d. Jumlah Transfer Rp 54.274.180.304, 11 
Pemerin tah Provinsi 

e. Jumlah Lain-lain Rp 18.000.000.000,00 
Pendapatan Yang Sah 

Laporan realisasi anggaran daerah tahun anggaran 2017 terdiri atas: 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
2017 Nomor 4). 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 9 ); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 



Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati 1n1. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Rp 1.002.704.817,38 
Rp 48.168.034.215,92 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun berkenaan 

Rp 8.261.120.077,38 
Rp 7.258.415.260,00 

3 Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengel uaran 

Rp 967.651.766.130,38 
Rp 47.165.329.398,54 

Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

Rp 420.887.659.541,30 Belanja Jumlah 

Rp 233.688.059.239,33 3) Belanja Modal 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 46.942.363.979,00 
2) Belanja Barang dan 

Jasa Rp 140.257.236.322,97 



' 

Ditetapkan di Muara Tebo 
Pada tanggal IO - 8 - 2018 

, 
iCNSEPTOR ~ , ______ ! 

KASUBBAG/ 
KASIBBID t 

KABID 

I 
I SEKRETARIS 

i KEPALA 

PARAF HIRARKI 
-- ·------ 

BERITA DAERAH KABUP A TEN TEBO 
TAHUN 2018 NOMOR 3r 

Diundangkan di Muara Tebo 

pada ta 2018 

AH KAB. TEBO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tebo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 6 


